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“Tervrijudnya sinergi pambangunan wilayah
yang berkelanjitan berbasis penataan ruang”
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1. Pemyelesalnn persturan, standir, pedoman dan kriteria
bidanj penstasn suang sesunl dgn UUPR

2. Paryelesaian RTRW seswusl UUPR

3. Peran strategic RTRW sehagal aouan pombangunan/
pengarmnbangan wiliyih

4;Peran masyarakat / stakehalder dalsm penyelenggaraan
panataan mnang.

5, Popyebesaian rencana rinck KN, RTR Pulsul sesual
RTRWN

6. Konfli sektoral dan kemahnya penegakan hokum

1. Penyelenggarsan PPNS

B.Pengawasan Teknis penyelengRaraan penatasn ruang
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gatu penentu arah pembangunan, baik pembangunan

pada level nasional, provinsi maupon kabupaten/ kota.
Pendekatan pembangunan atau lebih tepatnya pengembangan
wilayah herbasis infrastrulctur sebenarnya bukanlah pende-
katan sektoral. Hal ini mengingat pendekatan ini harus dikun-
¢i dalam wadah yang tepat dan mernpakan komitmen dan
kesepakatan dari semua pihak. Dengan demikian diharapkan
pembangunan dapat berkembang lebih baik karena ada acuan
pengemhbangannya. Wadah tersebut dikenal dengan nama ren-
cana tata ruang. Guna mengetahui lebib jauh tentang pe-
nataan ruang, FORUM mendapatkan kesempatan sangat ber-
harga hisa melakukan wawaneara dengan Ir. Imam S Ernawi,
MCM. M.Sc selaku Direktur Jenderal Penataan Ruang,
Kementerian Pekerjaan Umum. Melalui wawancara ini
diharapkan bisa memberikan pengetahuan tambahan tentang
proses perencanaan tata ruang maupun peéntingnya penye-
lenggarasn penataan ruang khususnya bagi pemerintahan
tingkat provinsi, pemerintahan tingkat kota/kabupaten, dan
kepentingan nasional secara menyeluruh. Berikul kutipan
hasil wawancaranya,

I nfrastruktur tidak dapat dipungkiri lagi merupakan salah

Masih banyak masyarakat belum faham apa itu penataan
ruang. Mungkin dapat Bapak jelaskan apa itu penataan ruang?
Penataan ruang adalah sebuah sistem proses perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pernanfaatan
ruang. Sementara itu sesual dengan UU Penataan Ruang MNo.26
Tahun 2007 dijelaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang

adalah keglatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelak-
sanaan dan pengawasan penataan ruang. Yang mana di dalam
pelaksanaan penataan ruang tersebut meliputi; perencanaan tata
ruang, pemanfagtan ruang serta pengendalian pemanfaatan
ruang. Ruang ini dapat berwujud lokasi/lahan untuk level yang
sangat mikro. Untuk level yang lebih makro dapat berwujud
“ruang” kota, “ruang” kabupaten, “ruang” provinsi dan “ruang”
naslonal.

Apakah definisl darl perencanaan tata niang, pemanfaatan
ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang?

Parencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menen-
tukan struktur ruang dan pola ruang vang meliputi penyusunan
dan penetapan rencana tata ruang. Sementara itu, pemanfaatan
ruang ialah upayva untuk mewujudkan struktur ruang dan pola
ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan
pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Ada pun definisi
dan pengendalian pemanfaatan tata ruang adalah upaya untuk
mewujudkan tertib tata ruang..

Dari definisi di atas, sebenarnya ada unsur yang harus difahami

lagi, vakni pengertian dar struktur ruang dan pola ruang. Perlu
dijelaskan, strultur ruang merupakan susunan pusat-pusat per
mukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang
berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonoml
masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
Adapun pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam
suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung
dan peruntukan ruang untuk fungst budi daya.

Lalu bagaimana hirarki atau keterkaitan Rencana Tata Ruang
di level nasional, provinsi dan kabupaten,/kota?

Hierarki Rencana Tata Ruang adalah RTRW Nasional, RTRW
Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota. Semua Rencana Tata Ruang inl
saling terkalt dimana RTRW Nasional merupakan acuan dasar
perumusan konsepal dard RTRW Provinsi maupun RTRW Kota/
Kabupaten. Demikian seterusnya ke bawah, RTRW Provins! juga
menjadi a{:uan‘dasar perumusan konsepsi RTRW Hota/ Kabue
paten. |

Selain yang telah Bapak sebutkan di atas, saya juga men-
dengar ada Kawasan Strategis Nasional (KSN). Mungkin dapat
Bapai jelaskan leblh lanjut apa ttu Kawasan Strategis Nasional
serta bagaimana pengaruh Kawasan Strategls Naslonal ter-
hadap RTRW yang telah Bapak sebutkan di atas?

Baiklah saya jelaskan ya, Kawasan Strategis Nasional adalah
kawasan vang penataan ruangnya diprioritaskan. Ada kepentingan
nasional yang harus dijaga di sana dan untuk itu Permerintah
harus menyusun Rencana Tata Ruangnya, Nah, menjawab per-
tanyaan selanjutnya mengenal hubungan antara KSN dengan
RTRW yang ada, dapat saya gambarkan sebagal berikut. RTR KSN
merupakar rencana rinci dari RTRWN atau dapat dikatakan opera-
sionalisasi darl RTRWN tersebut. Sebagal rencana rincl RTRWN,
RTR KSN inl harus diacu oleh RTRW Provinsi/kabupaten /kota
terkait.

KSN ini sendir terbagi atas lima kepentingan, yaitu kepentingan
pertahanan keamanan; pertumbuiian ekonomi; sosial budaya;
pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggl serta
fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Perlu saya jelaskan
lebih lanjut, bahwa KSN dari sudut kepentingan ekonomi memiliki
peran penting dalam menjaga perekonomian nasional. Kemudian,
K.SN ekonomi ini tidak hanya memerhatikan kawasan-kawasan
yang memiliki nilal ekoromi tinggl saja seperti Jabodetabekpunur,
Batam, Bintan dan Harimun. Dalam kesempatan ini, periu saya
luruskan bahwa yang menjad| perhatian atau concern nasional
juga termasuk kawasan tertingzal. Kawasan tertinggal yang
seringkali kita temul di perbatasan negara inl termasulk KSN
ekonomi. Hal ini sejalan dengan tujuan penataan ruang nasional
yang telah saya ungkap sebelumnya, yaitl mewujudkan ruang
nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
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Sebagsi contoh dapat saya tambahkan bahwa RTR KSN yang
telah mendapat proses legislasi adalah RTR KSN Jabodetabekpun-
Jur yang dilegalkan dengan PP No. 54 Tahun 2008, Adapun RTR
KSN yang sedang dalam proses pengerjaan adalah RTR Kawasan
Perkotaan DenpasarBadungGianyar-Tabanan (Sarbagita), RTR
Kawasan Batam, Bintan dan
Karimun dan RTR Kawasan Perko-
taan MakassarMaros- Sunggumi-
nasa Takalar (Maminasata)

Bagalmana kaltan antara ren-
cana tata ruang bagl kepentingan
wilayah, balk secara naslonal

Murgkin saya refresit pertanyaan-
nya ya.. mungkin pertanyaannya
-sebailnya apa manfaat tata ruang
bagi pengembangan wilayah.
Wilayah yang tidak memiliki acuan
dalam pengemaganmfa akan cen-
derung berkembang tanpa arah,
rungkin kurang memperhatikan
fungsi lingkunigan hidupnya serta
kurang tergali potensi ekonominya.
Rencana Tata Ruang berupaya men-
Jembatani hal tersebut dalam

masyarakat dalam Implementasi dan penyusunan RTR Inl?
Sebelum saya menjawab pertanyaan di atas, izinkan saya mem-
berikan sedikit ilustrasi. Ruang yang dikenal masyarakat awam
adalah dalam bentuk lokasi/ [ahan. Nah, dalam proses meren-
canakan ruang, serng kali lokasi ini diminati banyak pihak dari
misalnya dari pertanian ingin
mengambangkan kawasan per-
W.Mmﬂwi"ﬁm
mengambangkan kewasan pertam-
bangan dan sering kall itu berlokas|
pada lahan yang sama. Rencana
Tata Ruang inf berupaya menjalin
atau menjahit berbagal kepentingan
ini sehingga semua sektor dapat
berkembang dengan baik dan saling
bersinergl. Dalam proses penjahitan
Ini diperiukan konsensus atau
kesepakatan dari semua pihak.
Proses pencapaian konsensus inl
diwadahi dalam wadah yang
namanya Badan Koordinas!
Penataan Ruang. Badan Koordinasi:
ini terdapat di masingmasing level
pemerintahan. Jadi ada Badan
Koordinasi Penataan Ruang Nasio-
nal untuk nasional dan ada Badan

pengembangan wilayah. RTR mem-

berikan arah kepada suatu daerah bagaimana mengembangkan
wilayahnya dalam arti mendapat fungsi ekonomi sebesarbesarmya
dengan tetap terjaga kualitas lingkungannya. Karena dengan terbit-
nya UUPR No. 26 Tahun 2007, pemanfaatan ruang harus
berdasarkan RTR.

Tadl telah disinggung di atas bahwa ada penyelenggaraan
ruang Ini, ada instansl/ badan yang berfungsl sebagal mediator?
Pertanyaan selanjutnya adalah bagalmana Rencana Tata Ruang
ini mengakomodir kepentingan sektor, serta bagalmana peran

Hoordinasi Penataan Ruang daersh
untuk daerah. Wadah atau forum ini lah yang berfungsi sebagal
mediator. Peru juga kami tambahkan bahwa salah satu pokja di
dalam BKPRM memiliki fungsi mediasi konfiik penataan ruang.
Jadi jika terjadi- konfiik antar sektor terhadap ruang, forum Ini lah
mberpemndafmnmveﬂmmm ‘Salah satu penvelesalan
‘it vem TR ieedian o R adaiah Yor il 2k
hﬂﬂm&nMﬂdemme Balasi,

Kemudian untuk menjawab p bagamwnape:m
masyarakat dalam rencana tata ruang. Harapan kami adalah
masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam setiap tahapan
mnmmbﬂk&ut&ﬁpmmm&rﬁaﬂm-
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